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SELATAN TENTANG RENCANA STRATGIS PERANKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan
dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yang disusun
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) Tahun 2025-2029, program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Barat.

Renstra ini adalah rencana program/kegiatan yang merupakan
hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada RPJMD
melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Musrenbang). Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah,
Renstra mempunyai kedudukan yang strategis, proses penyusunan
Renstra dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap
terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi
sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya Renstra tersebut menjadi bahan bagi penyusunan
Kebijakan Umum Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah.
selanjutnya menjadi pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang menjadi

bahan masukan dalam penyusunan RAPBD. Sehingga melalui
pembahasan sidang DPRD ditetapkanlah APBD. Kepala perangkat
daerah menyusun Renstra yang merupakan penjabaran dari RPJMD
dengan menggunakan instrumen dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Renstra.

Renstra disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.


https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/08/rka-adalah.html

Tahapan dalam penyusunaan Renstra diatur dalam Intruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, oleh karena itu
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

B. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023;

12.Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisr Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisr Selatan Nomor 235);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029,

C. TUJUAN
Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
a). pedoman penyusunan RKPD;
b). pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah;
¢). pedoman penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD

D. PENUTUP

Demikian Nota Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai salah
satu persyaratan dalam pengajuan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, semoga
Ranperbup Renstra Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman
dalam penyusunan Renja Perangkat daerah , penyusunan KUA, PPAS
dan Rancangan APBD Tahun 2024 serta Bupati melalui Kepala
Bapedalitbang.

Painan, 22 September 2025
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